
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 
 

PERATURAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU 

 

NOMOR  6 TAHUN 2011 

 

TENTANG 

 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG 

POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, 

 

Menimbang : a. bahwa untuk menciptakan Pemerintah daerah yang 

amanah, maka Pengelolaan Keuangan Daerah perlu 

dilakukan secara tertib, efektif, efisien, akuntabel, 

transparan dengan memperhatikan azas keadilan, 

kepatutan dan taat pada peraturan perundang-undangan;  

b. bahwa sehubungan dengan perkembangan atas urusan 

yang diselenggarakan  oleh Pemerintah Provinsi 

Kepulauan Riau maka  pengelolaan keuangan daerah 

khususnya mengenai  Pola Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum Daerah perlu diatur secara lebih rinci;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu melakukan 



  

perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 

tentang  Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 

 

Mengingat  : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan 

bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3851); 

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 

Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 

246; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4048 ) sebagaimana telah diganti dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 

Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 130; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 

2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 

111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4237); 

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 



  

Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5; Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

53; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4389); 

7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4400); 

8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 

tentang sistem perencanaan pembangunan Nasional 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

104, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4421); 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 



  

Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

10. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 

dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4438); 

11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 

Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas 

penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090); 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 

Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66  

Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 



  

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 

2005  Nomor 4416); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI 

Nomor 48 Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005  Nomor 4502); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

Nomor 24 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005  Nomor 4540); 

17. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia ahun 

2005  Nomor 4503); 

18. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 

138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4576); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 


